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ABSTRAK  Untukmencapaikemandiriandaerah, pemerintahdaerahharusmampumengelolasumberdaya yang dimilikinyasecaraefisien dan efektif. Hal tersebutdapatdiwujudkandengankebijakandesentralisasimelaluiotonomidaerah. Penelitianinibertujuanuntukmengujipengaruh PAD, Dana Perimbangan dan PertumbuhanEkonomiterhadapKinerjaKeuanganpemerintahkabupaten/kota di ProvinsiJawa Timur. Ruanglingkup yang digunakandalampenelitianiniadalahLaporanRealisasi APBD Pemerintahkabupaten/kota di ProvinsiJawa Timur tahun 2015 – 2017, terutamamenekankan pada variabel PAD, Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi, Belanja Modal dan KinerjaKeuangan. Analisis dan hipotesisdilakukandenganmenggunakan program SPSS 24. Metodeanalisis data pada pengujianhipotesismenggunakananalisisregresi linier berganda. Hasil penelitianmenunjukkanbahwa (1) PAD berpengaruhpositifsignifikanterhadapkinerjakeuangan yang berartikenaikan PAD akanmeningkatkankinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, (2) Dana Perimbanganberpengaruhnegatifsignifikanterhadapkinerjakeuangan yang berartikenaikan Dana PerimbanganakanmenurunkankinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, (3) PertumbuhanEkonomiberpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuangan yang berartikenaikanpertumbuhanekonomisuatudaerah, tidakselaludiikuti oleh kenaikankinerjakeuangandaripemerintahdaerahkabupaten/kota di Jawa Timur dan (4) Belanja Modal berpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuangan yang berartibelanja modal meningkat pada suatudaerah,  tidaksertamertadapatmeningkatkankinerjakeuanganpemerintahdaerahdalamjangkawaktusingkat.  

Kata kunci :PendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi, Belanja Modal, KinerjaKeuangan  
PENDAHULUAN  SejakditetapkannyaUndang-UndangNomor 33/2004, tentangPerimbanganKeuanganantaraPemer intah Pusat denganPemerintah Daerah, sertaUndang-UndangNomor 23/2014 tentangpemerintahandaerah, baikpemerintahdaerahprovinsimaupunpemerintahkabupaten dan 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  99 kotatelahdiberiwewenanguntukmengaturpembangunandaerahnyasendiri. Hal tersebutmembawakonsekuensilogisbagipemerintahdaerah, yaituperubahan fundamental dalamhubungan tata pemerintah, hubungankeuangansertamembawaperubahanpentingdalampengelolaanpemerintahdaerah. Dalammencapaikemandiriandaerah, pemerintahdaerahharusmampumengelolasumberdaya yang dimilikinyasecaraefisien dan efektif. Hal tersebutdapatdiwujudkandengankebijakandesentralisasimelaluiotonomidaerah. Penerapanotonomidaerah dan desentralisasifiskaldidasari oleh pemikiranbahwapemerintahdaerahjauhlebihmemahamipotensi, kondisi, dan permasalahandaerahnyasendiri. Oleh sebabitu, setiapdaerah juga dianggaplebihmengertibesarnyakebutuhananggaran yang diperlukanuntukmenyelenggarakankegiatanpemerintahan dan pembangunan. Otonomidaerahtentunyadisertaidenganpendelegasian, pengalihan dan penyerahantanggungjawab. Baikberupapembangunansarana dan prasarana, pendanaan, maupunpeningkatan SDM dalamkerangkadesentralisasifiskal. Ada duacara yang dapatdilakukandalampendelegasiankewenanganpendanaan yang diserahkankepemerintahdaerah, yaitumendayagunakanpotensikeuangandaerahmasing-masing dan mekanismepembagian dana perimbangankeuanganpusat-daerah.  KewenanganmendayagunakanpotensikeuangandaerahsendiridilakukandalamPendapatanAsli Daerah (PAD). SumberutamadariPendapatanAsli Daerah adalahpajakdaerah, retribusidaerah, hasilpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkanpelaksanaanmekanismepembagian dana perimbangankeuanganpusat-daerah, yaitudari Dana Bagi Hasil, Dana AlokasiUmum, dan Dana AlokasiKhusus (Undang-undangNomor 33/2004).  Pemerintahdaerahdiharapkanmampumeningkatkansumberpenerimaankeuangandaerahnyauntukmencukupikebutuhanpembangunan dan pembiayaandenganbertumpu pada PendapatanAsli Daerah (PAD) yang dimilikinya. SecaraUmumkeberhasilanotonomidaerahdapatdilihatdari PAD (PendapatanAsli Daerah), namun pada kenyataannyamasihbanyakpemerintahdaerah yang sangatbergantung pada transfer dana daripemerintahpusat yang disebut Dana Perimbangan.  Mustikarini dan Fitriasari (2012) dalampenelitianmerekamenyatakan, PAD merupakan salah satusumberdaya yang dimilikipemerintahdaerah. Tingginya PAD yang tinggidimiliki oleh pemerintahdaerahakanmemberikankemudahanataskinerja dan transaksibelanjadaerahmaupunpengeluaranlainnyasebagaikebutuhanPemerintahdaerah. PenelitianRetnowati (2016), juga menggunakanvariabelkekayaandaerahuntukmenilaipengaruhnyaterhadapkinerjakeuangan. Hasil penelitianmerekamenyebutkanbahwakekayaandaerahberpengaruhpositifterhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerah. Hasil penelitianmerekamembuktikanbahwakekayaandaerahberpengaruhpositifterhadapkinerjakeuangan. 
Moral hazard pemerintahdaerahseringdipertanyakan, dalamhalinitentangkelanjutanpenggunaanpendapatandaerahkhususnyaPendapatanAsli Daerah (PAD). PAD yang tinggimencerminkankemandiriankeuangandaerah yang tinggi, sehingga pos 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  100 alokasiuntukbelanja modal perludiperhatikan. PenelitianHandayani (2011) menyebutkanbahwa, daerah yang majucenderungmempertahankanstrukturbelanjamenjadibelanjapemeliharaan, tidakserta-mertauntukbelanja modal saja. Permasalahankrusial di pemerintahdaerahadalahtentangpergeseranpolabelanja, mengingatsejauh mana pentingnyadiadakanpendanaanuntukbelanja modal.  Pertumbuhanekonomihinggakinimasihdigunakansebagaiindikatorkemajuanperekonomiansecaraagregat. Pertumbuhanekonomimenunjukkanpeningkatandalamproduksibarangmaupunjasadalamsuatuperekonomian, sehinggapertumbuhanekonomiinimerupakan salah satuindikatorpenting di dalammelakukansuatuanalisispembangunanekonomi. Rozaqi (2012) menyebutkan, bahwadalamusahamempercepatpertumbuhanekonomidaerahdibutuhkan modal untukdigunakan pada kegiatan yang menyentuhlangsungaspekkehidupanmasyarakat, sebagaiusahapemerintahmenggerakkansektorperekonomian.                  Pergeseranpolabelanjadalampemerintahdaerahkhususnyabelanja modal untukpelayananmasyarakatmenjadikanmotivasi yang melandasipenelitianini. Yang menjadipemicupermasalahantentangsejauh mana besarnyapendapatandaerahmempengaruhipolabelanjapemerintahdaerahkhususnyabelanja modal untukpelayananpublik.  Belanja modal untukpelayananpublikadalahbelanja yang digunakanuntukmenambahasetmaupunmembiayaikegiataninvestasi. Tujuannyaadalahuntukpeningkatansarana dan prasarana yang manfaatnyabisadirasakanlangsung oleh masyarakat. Pada daerahdengankondisiinfrastrukturdaerah yang masih minim, makaperolehankenaikan PAD seharusnyalebihbanyakdiarahkanuntukbelanja modal ketimbangbelanjalainnya.  Berdasarkanlaporanrealisasipenerimaan dan pengeluaranpemerintahdaerahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur dalam 3 tahunterakhirmengalamikenaikan pada PAD nya.  Rata-rata PendapatanAsli Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalamikenaikansebesar 5%. Dalamanggarantersebutterserap pada di beberapaproyekseperti, pembangunaninfrastrukturjalantermasukpembebasantanahmaupunpenanggulanganbanjir. Target untukpotensi PAD tersebutsudahdipetakan. Pemerintahdaerahtelahmenargetkankenaikanpotensi PAD nya dan telahmemetakannya, di antaranyaadalahpajak hotel, pajakrestoran, pajakhiburan, reklame, PajakPenerangan Jalan (PPJ), pajakparkir, pajak air dan tanah, PajakBumi dan Bangunan (PBB) dan pajak Bea PerolehanHakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untukmembiayaikegiatanpemerintahdaerah, diperlukanadanya transfer dana daripemerintahpusatkepemerintahdaerah, yang tujuannyamengurangiketimpanganpendanaan, baikvertikalmaupun horizontal. Dana transfer  tersebutdimasukkansebagai salah satupendapatanpemerintahdaerah. Berdasarkanlaporanrealisasipenerimaan dan pengeluaranpemerintahdaerahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, penerimaan dana perimbangandalam 3 tahunterakhirmengalamikenaikan. Tahun 2015 sebesar 0,58 %, tahun 2016 sebesar 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  101 0,67 % dan di tahun 2017 adalahsebesar 0,69 %. Melihatperkembangankabupaten/kota di Jawa Timur sangatpesatdalambeberapatahunterakhirmenunjukkankinerjapemerintahdalampeningkatanperekonomianmasyarakatsangatbaik. Perekonomiantradisionalmulaiditatadengancaramemperbaiki dan merevitalisasi pasar-pasar tradisionalsupayageliatperekonomianmasyarakattingkatbawah juga stabil. Karena pasar tradisionalmasihmenjadidenyutnadiperekonomianpemerintahdaerah di Jawa Timur. Rata-rata peningkatanperekonomianditunjukkandarikenaikan PDRB daritahun 2015 sebesar 5,31% yang kemudianmeningkat di tahun 2016 sebesar 5,64% dan menurun di tahun 2017 sebesar 5,35%. Peningkatan PDRB diikutidenganpeningkatanIndeks Pembangunan Manusiadalamkurunwaktu yang sama.  Geliatperkembanganekonomipemerintahdaerah di ProvinsiJawa Timur, juga dapatdilihatdaripembangunaninfrastruktur yang tiaptahundikerjakan oleh pemerintahdaerah. Pembangunan infrastruktur juga digunakanuntukmempercepatpembangunanekonomisuatudaerah. Akan tetapi pada tahun 2015 terjadiinflasi yang berakibatturunnyatingkatpertumbuhanekonomi. Hal inidisebabkanantara lain dengannaiknyatarifdasarlistrik, dicabutnyasubsidi BBM oleh pemerintahuntuk BBM non premium, sertanaiknyaUpah Minimum Regional.  PenelitianMasdiantini dan Erawati (2016) dan Retnowati, (2016) menggunakanvariabel dana perimbanganuntukmenilaipengaruhnyaterhadapkinerjakeuangan. Hasil penelitiannyamenjelaskanbahwa dana perimbanganberpengaruhpositifterhadapkin erjakeuangan. Faktorlainnyaadalahbelanjadaerah/ belanja modal. Semakintinggibelanjadaerah, pemerintahdaerahakanmemberikanpelayanan yang lebihbaik dan berkualitaskepadamasyarakatnya. Penelitian oleh Pratama et al, (2015) menyebutkanbahwabelanjadaerahdigunakanuntukmelindungi dan meningkatkankesejahteraanmasyarakatdalambentukpendidikan, peningkatanpelayanandasar, fasilitassosial, penyediaanfasilitaspelayanankesehatan, fasilitasumum yang layak, dan mengembangkansistemjaminansosial. Retnowati (2016) juga menggunakanvariabelbelanja modal untukmenilaipengaruhnyaterhadapkinerjakeuangan.  Melihatlatarbelakangpermasalahandiatas, makadalampenelitianinidirumuskanpermasalahansebagaiberikut: (1) ApakahPendapatanAsli Daerah berpengaruhterhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, (2) Apakah Dana PerimbanganberpengaruhterhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, (3) ApakahPertumbuhanEkonomiberpengaruhterhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur. Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengujipengaruhpendapatanaslidaerah, dana perimbangan dan pertumbuhanekonomiterhadapkinerjakeuanganpemerintahkabupaten/kotaprovinsiJawa Timur. Batasan dalampenelitianiniadalahdenganmelihatLaporanrealisasipenerimaan dan pengeluaranPemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur daritahun 2015-2017, terutamamenekankan pada komponenPendapatanAsli Daerah, Dana 
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TINJAUAN TEORITIS  
1. PendapatanAsli Daerah PendapatanAsli Daerah merupakan salah satusumberpenerimaan yang harusselaluterusmenerusdipacupertumbuhannya. Dalamotonomidaerahini, kemandirianpemerintahdaerahsangatdituntutdalampembiayaanpembangunandaerah dan pelayanankepadamasyarakat. Oleh sebabitupertumbuhaninvestasi di pemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur perludiproritaskan, karenadiharapkanmemberikandampakpositifterhadappeningkatanperekonomian regional.  MenurutUndang-UndangNomor 17 tahun 2003, pendapatanaslidaerahadalahpenambahnilaikekayaanbersih yang berhakdiakuipemerintahdaerah. Undang - Undangnomor 33 tahun 2004 menyebutkan, bahwatujuandariPendapatanAsli Daerah yaitumemberikankewenangankepadapemerintahdaerahuntukmendanaipelaksanaanotonomidaerahseiringpotensi di daerahnyasebagaiperwujudandesentralisasi. SedangkanUndang-Undangnomor 23 Tahun2014  tentangPemerintahan Daerah menyebutkanbahwaadapemisahanempatjenispendapatandalamkelompokPendapatanAsli Daerah yaitu:  Pendapatandarihasilpajakdaerah, yaitupendapatan yang dilakukan oleh pemerintahdaerahberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, ditetapkanmelaluiperaturandaerah. Pungutaninidikenakankepadasemuaobjekseperti orang/badan dan bendabergerak/tidakbergerak, sepertipajak hotel, pajakrestoran, pajakhiburan, pajakreklame, pajakparkir, dll.  Pendapatandarihasilretribusidaerah, yaitupendapatandaerahsebagaipembayaran/pemakaiankarenamemperolehjasa yang diberikan oleh daerah. Ataudengan kata lain, retribusidaerahadalahpungutan yang dilakukansehubungandengansuatujasaataufasilitas yang diberikansecaralangsung dan nyata, seperti: retribusiPelayananKesehatan, retribusiPelayananPersampahan / Kebersihan, retribusipelayananpemakaman, retribusijasausahapengelolaanlimbahcair, dll.  Pendapatandarihasilpengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan, yaitupenerimaan  yangberasaldaripengelolaankekayaandaerah yang dipisahkan, mencakupbagianlabaataspenyertaan modal pada perusahaanmilikdaerah / BUMD, bagianlabaataspenyertaan modal pada perusahaanmilik negara / BUMN. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, contohnyasepertihasilpenjualanasetdaerah ,jasagiro, pendapatanbunga, dll.   

2. Dana Perimbangan        UU No. 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat 19 menjelaskan, Dana Perimbanganadalah dana yang bersumberdaripendapatan APBN, yang dialokasikankepadadaerahuntukmendanaikebutuhandaerahdalamrangkapelaksanaandesentralisasi. Dan Pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbanganterdiriatas: Dana Bagi Hasil, Dana AlokasiUmum, dan Dana AlokasiKhusus. MenurutPermendagri No.32 Tahun 2008, dalamrangkapelaksanaandesentralisasi, kepadadaerahdiberikan Dana Perimbanganmelalui APBN yang bersifat transfer denganprinsipmoney follows 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  103 function. Salah satutujuanpemberian Dana Perimbangantersebutadalah: untukmengurangikesenjanganfiskalantarapemerintahdengandaerah dan antardaerah, sertameningkatkankapasitasdaerahdalammenggalipotensiekonomidaerah.  DalamUndang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangperimbangankeuanganantarapemerintahpusat dan pemerintahdaerah, pemerintahpusatmengalokasikansejumlah dana dari APBN sebagai dana perimbangansebagaiberikut:  Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi dana iniberdasarkanprosentaseangkauntukpembiayaan Daerah dalamrangkapelaksanaanDesentralisasi. Sumber Dana Bagi Hasil berasaldari:  Pajak, seperti: PajakBumi dan Bangunan (PBB)yang mana pemerintahdaerahmengambil 90% darihasilpajakbumi dan bangunandaerahnya. Bea PerolehanHakatas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebanyak 20% untuk negara dan 80% untukdaerah, denganrincian 64% untukprovinsi dan 16% untukkabupaten/kota. dan PajakPenghasilan (PPh) Pasal 21, PPhPasal 25 dan Pasal 29 WajibPajak Orang PribadiDalam Negeri SumberDayaAlam (SDA), seperti: pertambangan gas bumi, pertambanganumum, perikanan, kehutanan, pertambanganminyakbumi, dan pertambanganpanasbumi.  Dana AlokasiUmum (DAU), pengalokasian dana inibertujuanuntukpemerataankemampuankeuanganantar Daerah untukmembiayaikebutuhan Daerah dalamrangkapelaksanaanDesentralisasi.  Dana AlokasiKhusus (DAK), pengalokasian dana inibertujuanuntukmembantumendanaikegiatan yang bersifatkhusus yang merupakanurusanpemerintahdaerah dan sesuaidenganprioritasnasional.  
3. PertumbuhanEkonomi Pertumbuhanekonomisecaraumumdidefenisikansebagaipeningkatankemampuanperekonomiansuatudaerah, dalammemproduksibarang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhanekonomibisadikatakansebagai salah satu indicator, yang  menunjukkansejauh mana aktivitasperekomiansuatu negara akanmenghasilkantambahanpendapatanmasyarakatdalamsatuperiode. MenurutSukirno (2006), adaperbedaanistilahdenganarti yang sedikitberbeda, antarapembangunanekonomidenganpertumbuhanekonomi. WalaupunKeduanyamemangmenerangkantentangperkembanganekonomi yang berlaku, tetapidigunakandalamkonteks yang berbeda. Pertumbuhanekonomidipakaisebagaiistilahsuatuungkapanumum yang mendeskripsikantingkatperkembangansuatudaerahatau negara, ukurannyamelaluiprosentasepertambahanpendapatannasionalriil. SedangkanIstilahpembangunanekonomibiasanyaterkaitdenganperkembanganekonomi di negara-negara berkembang.   DalampenelitianMaryati dan Endarawati (2010), menyebutkanbahwapertumbuhanekonomiadalahperkembangankegiatandalamperekonomian yang mengakibatkanbertambahnyabarang dan jasa yang diproduksidalammasyarakatsuatudaerah. Secaramakropertumbuhanekonomidapatdilihatdaripeningkatannilaiprodukdomestik regional bruto (PDRB) setiaptahunnya.  UntukPDRB  diukuratasdasarhargakonstan. 
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4. Belanja Modal BerdasarkanPeraturan Menteri KeuanganNomor 91 tahun 2007 tentang Bagan AkunStandar (BAS), belanja modal merupakanpengeluarananggaran, yang digunakandalamrangkamemperolehataumenambahasettetap dan asetlainnya, yang memberikanmanfaatlebihdarisatuperiodeakuntansi, sertamelebihibatasan minimal kapitalisasiasettetapatauasetlainnya yang ditetapkanpemerintah.  Belanja modal sangateratkaitannyadenganinvestasi yang dilakukan oleh pemerintahdaerah. Belanja modal yang besarmerupakancerminandaribanyaknyainfrastruktur dan sarana yang dibangun, berpengaruhpositif pada pertumbuhanekonomi. Denganbertambahnyapembangunaninfrastruktur dan perbaikaninsfratuktur yang ada oleh pemerintahdaerah, makadiharapkanpertumbuhanperekonomiandidaerahakanmeningkat. Pembangunan infrastruktur di daerah yang banyakdilakukan, diharapkanakanmeningkatkanpertumbuhankinerjakeuangandaerah  (Aprilia, 2016).  Ada beberapajenisBelanja Modal   Belanja Modal Tanah.  Belanja Modal Tanah adalahpengeluaran/biaya yang digunakanuntukpengadaan/pembelian/pembebasanpenyelesaian, baliknama dan sewatanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangantanah, pembuatansertifikat, dan pengeluaranlainnyasehubungandenganperolehanhakatastanah dan sampaitanahdimaksuddalamkondisisiappakai.  Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Belanja Modal Peralatan dan Mesinadalahpengeluaran/biaya yang digunakanuntukpengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatankapasitasperalatan dan mesinsertainventariskantor yang memberikanmanfaatlebihdari 12 (duabelas) bulan dan sampaiperalatan dan mesindimaksuddalamkondisisiappakai.   Belanja Modal Gedung dan Bangunan.  Adalahbiaya/pengeluaran yang digunakanuntukpenambahan/ pengadaan/ penggantian, untukpengawasan, perencanaan, dan pengelolaanpembangunangedung dan bangunan yang menambahkapasitasgedung dan bangunandalamkondisisiapdigunakan.   Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.  Adalahbiaya/ pengeluaran yang digunakanuntukpenambahan/ pengadaan/ penggantian/ peningkatanpembuatansertaperawatan dan termasukbiayauntukperencanaan, pengelolaan dan pengawasanjalan, irigasi dan jaringan yang menambahkapasitassampaijalan, irigasi dan jaringandimaksudkandalamkondisisiapdigunakan.  Belanja Modal Fisiklainnya.  Adalahbiaya/ pengeluaran yang digunakanuntukpenambahan/ pengadaan/ penggantian/ peningkatanpembangunan/ pembuatansertaperawatanterhadapfisiklainnya, termasukdalambelanjainiadalahpembelianbarang-barangkesenian, barangpurbakala dan baranguntuk museum, hewanternak dan tanaman, buku-buku, jurnalilmiah dan belanja modal kontraksewabeli.  

5. KinerjaKeuangan 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  105 MenurutPeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan dan KinerjaInstansiPemerintahmenyebutkan, bahwakinerjaadalahsuatukeluaranatauhasildarikegiatanatau program yang hendakatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaananggarandengankuantitas dan kualitasterukur. Wibowo (2011) menegaskan, bahwaperlunyadilakukanpengukurantehadapkinerjadengantujuanuntukmengetahui, apakahdalampelaksanaankegiatanterdapatperbedaandarirencana yang ada, ataukinerjabisadilakukansesuaijadwal, atauhasilkinerjaapakahtelahsesuaidengan yang diharapkan. Penelitianini juga membagiukurankinerjamenjadidua, yaituukurankinerjakeuangan dan ukurankinerja non-keuangan. MenurutMardiasmo (2004), dalamrangkapengelolaankeuangandaerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisisrasiokeuanganterhadappendapatanbelanjadaerahperludilaksanakan. Dalammenganalisiskinerjapemerintahdaerahdalammengelolakeuangandaerahnya salah satualatnyaadalahdenganmelaksanakananalisisrasioterhadap APBD yang telahditetapkan dan dilaksanakannya. PenelitianSusantih dan Saftiana (2009) menyebutkan, bahwapenggunaanrasiokeuangansebagaialatanalisiskinerjakeuangansecaraluastelahditerapkan pada lembagaperusahaan yang bersifatkomersial. Sedangkan pada lembagapublik, khususnyapemerintahdaerahmasihsangatterbatas, sehinggasecarateoritisbelumadakesepakatan yang bulatmengenainama dan kaidahpengukurannya. Elemenutamadalamkonseppengelolaankeuangansektorpublik, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ukuranefisiensidigunakandalampengukurankinerja. Efisiensiadalahdengan input tertentuakanmenghasilkanpencapaian output yang maksimum dan sebaliknya. MenurutMardiasmo (2009), proksipengukurankinerjapemerintahdaerahuntukkabupaten/ kotadigunakandenganrumusefisiensi dan pengukurannyamenggunakanrasio output terhadap input.   
Hipotesis H1: PendapatanAsli Daerah berpengaruhpositifterhadapKinerjaKeuanganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur. H2: Dana perimbanganberpengaruhpositifterhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur. H3: PertumbuhanEkonomiberpengaruhpositifterhadapKinerjaKeuanganPemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur  
KerangkaKonseptual  VariabelIndependen:            Variabel Kontrol      Gambar 1   BM(X4) PAD (X1) VariabelDependen: DP (X2)  KK PE  (X3) H1 H2 H3 
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JenisPenelitian Jenispenelitianinipenelitiankuantitatif. Penelitiankuantitatifadalahpenelitian yang menekankan pada pengujianteori-teorimelaluipengukuranvariabel-variabelpenelitiandenganangka, dan melakukananalisis data denganprosedurstatistik. Teknik PenelitianinimenggunakanPenelitianKausalKomparatif(Causal Comparative 
Research), yang merupakantipepenelitiandengankarakteristikmasalahberupahubungansebab-akibatantaraduaataulebihvariabel (Wicaksono, 2014).  
GambaranPopulasi Populasi yang digunakandalampenelitianiniadalahpemerintahandaerahkabupaten/kota di ProvinsiJawa Timur, yang berjumlah 38 kabupaten/kota.   
Teknik PengambilanSampel Teknik pengambilansampeldilakukansecarametodesensus, yaitudenganmengambilsemua data laporanrealisasi APBD dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.  
TehnikPengumpulan Data Metodepengumpulan data dalampenelitianinidilakukandenganmenggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukandengancara : Memperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ProvinsiJawa Timur. LaporanRealisasiPenerimaan dan PengeluaranPemerintahkabupaten/kotaseluruhProvinsiJawa Timur tahun 2015– 2017. Infomasi dan data yang berhubungandenganpenelitianiniterutama yang didapatdarijurnal, suratkabar, maupun internet.  

DefinisiOperasionalVariabel dan 
Pengukurannya  
1. VariabelDependen Indikatoruntukmengukurvariabelinimenggunakanrumussebagaiberikut(Gustra, 2014) RasioDerajatDesentralisasiFiskal:      Total PAD RDDF = _____________________________  x 100% Total pendapatandaerah DerajatDesentralisasiFiskaladalahkemampuanpemerintahdaerahdalamrangkameningkatkanPendapatanAslidaerahgunamembiayaipembangunan di daerahnyasendiri.  
2. VariabelIndependen 1. PendapatanAsli Daerah. PendapatanAsli Daerah (PAD) merupakansemuapenerimaan yang diperolehdaerah, yang bersumberdaridalamwilayahnyasendiri, yang dipungutberdasarkanperaturandaerahsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku. Indikatoruntukmengukurvariabelinidigunakanrumussebagaiberikut: PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) + Lain PAD yang Sah.  Rasio PAD diukurdenganmelihatnilai PAD yang telahdisajikandalamlaporanRealisasi APBD kota yang bersangkutandibandingkandengan total penerimaandaerah (Marizka, 2013) : PAD PAD  = _____________________________X   100%  Total Penerimaan Daerah  Dana Perimbangan.  



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  107 Indikatoruntukmengukurvariabelinidigunakanrumussebagaiberikut: Dana Perimbangan = Bagi  HasilPajak + Bagi Hasil BukanPajak +Dana AlokasiUmum +Dana AlokasiKhusus. Rasio Dana Perimbangandiukur, denganmelihatnilai Dana Perimbangan yang telahdisajikandalamlaporanRealisasi APBD Provinsi yang bersangkutan, dibandingkandengan total penerimaandaerah (Marizka, 2013): 
    Dana Perimbangan DP = _______________________________X100%      Total Penerimaan Daerah  PertumbuhanEkonomi.  Pertumbuhanekonomibisadijadikansebagai salah satuindikatorkeberhasilanpembangunan, artinyapertumbuhanekonomi yang meningkat, biasanyadiikuti pula oleh tingginyakesejahteraanmasyarakat.  RasioPertumbuhanEkonomidiukurdenganmelihatnilai PDRB tahuninidikurangi PDRB tahunsebelumnyadibandingkandengan PDRB tahunsebelumnya  (Marizka, 2013):  (PDRBt-PDRBt-1) PE  =__________________________ X100%        (PDRBt-1)  
3. VariabelKontrol Variabelkontrolmerupakanvariabel yang dapatdikendalikan, sehinggapengaruhvariabelindependenterhadapdependentidakdipengaruhi oleh faktorluar yang tidakditeliti. Umumnyavariabelkontrolseringdigunakanpenelitiuntukjenispenelitianperbandingan. Pada penelitianinimenggunakanBelanja Modal sebagaivariabelkontrol. Indikatorvariabelbelanja modal diukurdengan: Belanja Modal = Belanja Tanah + BelanjaPeralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigrasi, dan Jaringan + BelanjaAsetTetapLainnya. RasioBelanja Modal diukurdenganmenggunakanrumus (Tahar dan Suwandi, 2015): Belanja Modal BM  =_______________________________  X   100%          Total Belanja Daerah 

TEKNIK ANALISIS DATA 1. Uji PenyimpanganAsumsiKlasik  Uji Multikolinearitas Pengujianinidilakukanuntukmelihatapakah model regresiantarvariabelbebassalingberkorelasi. Untukmengujinyadapatdilihatnilaitoleranceatau VIF. Dikatakantidakmengandungmultikolinearitas, apabilanilai VIF < 10 ataunilai tolerance > 0,10. Uji Heteroskedastisitas Pengujianinibertujuanuntukmelihatpenyebaran data. Uji inidapatdilakukandengan uji 
glejser. Nilai absolutdiregresikantiap-tiapvariabelbebas. Jikavariabelindependensignifikansecarastatistikmempengaruhivariabeldependendengan p-value > 0,05 makatidakadaindikasiterjadiheteroskedastisitas.Grafik scatterplots ditambahkansebagaipenguat. Apabilatidakadapola yang jelas, sepertititik-titikmenyebar di atas dan di bawahangka 0 pada sumbu Y. Uji Autokorelasi Model regresi yang baikadalah model regresi yang bebasdariautokorelasi. Untukmendeteksiadanyaautokorelasimakadilakukandengan uji Durbin-Watson. Penarikankesimpulanapakahterdapatatautidaknyaautokorelasiadalahjika du 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  108 <dwhitung< 4-du, makatidakterjadiautokorelasi.  AnalisisRegresi Linier Berganda Analisis data dan hipotesisdalampenelitianinidenganmenggunakan program SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences) 24. Regresi linier berganda yang digunakan pada pengujianhipotesisadalahuntukmengujipengaruhdarisuatuvariabelindependenterhadapvariabeldependen. Model Regresidalampenelitianiniadalah: KK =β +β1PAD+β2DP+β3PE+ β4BM+ µ Di mana : KK = Kinerjakeuanganpemerintah β = konstanta β1,β2,β3 = parameter PAD = Pendapatanaslidaerah DP = Dana perimbangan PE  = pertumbuhanekonomi BM= belanja modal µ  = faktorgangguan( disturbance 
error ) 3. KoefisienDeterminasiBerganda (R2) Analisiskoefisiendeterminasiberganda (R2) digunakan, untukmengukurseberapabesarvariasinaikturunnyavariabelPendapatanAsli Daerah, Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi, dan Belanja Modal terhadapvariasi naik turunnyaKinerjaKeuangan. 4. Uji Goodness Of Fit Untukmengujikelayakan model regresi linear bergandadalammengukurpengaruhvariabeldependenterhadapvariabelindependendigunakan Uji goodness of fitdengan uji F. 5. PengujianHipotesis Pengujiansecarastatistikdilakukansetelahdinyatakanbebasdari uji penyimpanganasumsiklasik. Uji statistikadalahdenganmenggunakan Uji t.  Uji t inidigunakanuntukmengetahuipengaruhvari abelindependenPendapataAsli Daerah, Dana Perimbangan, PertumbuhanEkonomi, dan Belanja Modal terhadapvariabeldependenKinerjaKeuangan. 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN  
Hasil Penelitian  
Uji AsumsiKlasik  
Uji Multikolinearitas Hasil uji multikolinearitasdapatdilihat pada tabelberikutini:  

Tabel 1 
Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant)   PAD ,398 2,513 DP ,407 2,457 PE ,981 1,019 BM ,947 1,056 a. Dependent Variable: KK. Sumber: Data sekunder yang diolah Dari tabel di atasdiketahui, bahwavariabelpendapatanaslidaerah (PAD), dana perimbangan (DP), pertumbuhanekonomi (PE), dan belanja modal (BM) mempunyainilaitolerancelebihbesardari 0,1 dan VIF lebihkecildari 10, makapenelitianinibebasdarimultikolinieritas.    
Uji Heteroskedastisitas 
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Uji HeteroskedastisitasSumber: data sekunder yang diolahDari Gambar tersebutdiketahui, bahwa data penelitiantidakterjadiheterokedastisitaskarenatidakadapola yang jelassertatitiktitikmenyebardiatas dan dibawahangka 0 pada sumbu Y.               Uji heterokedastisitasdalampenelimenggunakan uji Glejser, yaitudengancarameregresikanantaravaiabelbebasdengannilaiabsolut residual dariregresi. 

Tabel 2 
Uji Glejser 
Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized CoefficientsB Std. Error Beta1 (Constant) ,064 ,023  PAD -,010 ,005 -DP -,085 ,031 -PE ,001 ,001 BM ,090 ,040 a. Dependent Variable: ABS_RES. Sumber: data sekunder yang diolahJurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 HlmPengaruh Perencanaan Pajak........   

Uji Heteroskedastisitas Sumber: data sekunder yang diolah Dari Gambar tersebutdiketahui, bahwa data penelitiantidakterjadiheterokedastisitaskarenatidakadapola yang jelassertatitik-titikmenyebardiatas dan dibawahangka 0 heterokedastisitasdalampenelitianini juga menggunakan uji Glejser, yaitudengancarameregresikanantaravaiabelbebasdengannilaiabsolut residual StandardizeCoefficients t Sig. Beta 2,793 ,006 -,309 -1,581 ,091 -,390 -1,599 ,063 ,143 1,584 ,116 ,208 1,268 ,253  Sumber: data sekunder yang diolah Berdasarkanhasilpengujianheteroskedastisitasdenganmenggunakan uji Glejser di atas, menunjukkanbahwanilaitoleransimasingmasingvariabelsebesar> 0,05, artinyatidakterjadiheteroskedastisitas.
 
Uji Autokorelasi 

Tabel 3 
Model SummaryModel R R Square Adjusted R Square 1 ,911a ,830 ,824 a. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD.b. Dependent Variable: KK. 

Uji AutokorelasiSumber: data sekunder yang diolahDari tabel di diatasdiketahui, bahwa pada penelitianinitidakterjadiautokorelasi, karenanilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan 2 yaitusebesar 1,055. 
AnalisisRegresi Linier Berganda

Tabel 4 
Regresi Linier Berganda

CoefficientsModel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) ,257 ,043  5,998PAD ,103 ,009 ,729 11,63DP -,207 ,057 -,225 3,635PE ,001 ,002 ,022 BM -,045 ,074 -,025 -a. Dependent Variable: KK. Sumber: data sekunder yang diolah , Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116 Page  109 pengujianheteroskedastisitasdenganmenggunakan uji Glejser di atas, menunjukkanbahwanilaitoleransimasing-masingvariabelsebesar> 0,05, artinyatidakterjadiheteroskedastisitas. 
Model Summaryb Std. Error of the Estimate Durbin-Watson ,03874 1,055 a. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD. 

Uji Autokorelasi Sumber: data sekunder yang diolah Dari tabel di diatasdiketahui, bahwa pada terjadiautokorelasi, Watson berada di 2 dan 2 yaitusebesar 1,055. 
AnalisisRegresi Linier Berganda 

Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa t Sig. Collinearity Statistics Tolerance VIF 5,998 ,000   11,635 ,000 ,398 2,513 -3,635 ,000 ,407 2,457 ,559 ,577 ,981 1,019 -,614 ,541 ,947 1,056 Sumber: data sekunder yang diolah 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  110 Dari tabel di atasdiperoleh model regresi linier bergandasebagaiberikut: KK = 0,257 + 0,103 PAD - 0,207 DP + 0,001 PE - 0,045 BM Penjelasandari model regresi linier berganda di atas  : 1. Terdapatnilaikonstantasebesar 0,257.  Hal inimenunjukkanbahwajikavariabelpendapatanaslidaerah (PAD), dana perimbangan (DP), pertumbuhanekonomi (PE), dan belanja modal (BM) samadengannol, makakinerjakeuangan (KK) akansebesar 0,257.  2. Nilai koefisienpendapatanaslidaerah  (PAD) sebesar 0,103.  Nilai koefisienregresipositif, halinimenunjukkanterjadinyaperubahan yang searah. Artinya, setiapadakenaikan pada variabelpendapatanaslidaerah (PAD) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipeningkatansebesar 0,103 satuan. Dan sebaliknyasetiapadapenurunan pada variabelpendapatanaslidaerah (PAD) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipenurunansebesar 0,103 satuan, denganasumsibahwavariabelbebas yang lain besarnyakonstan. 3. Nilai koefisien dana perimbangan (DP) sebesar -0,207.  Nilai koefisienregresinegatif, halinimenunjukkanterjadinyaperubahan yang berlawananarah. Artinya, setiapadakenaikan pada variabel dana perimbangan (DP) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipenurunansebesar 0,207 satuan. Dan sebaliknyasetiapadapenurunan pada variabel dana perimbangan (DP) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipeningkatansebesar 0,207 satuan, denganasumsibahwavariabelbebas yang lain besarnyakonstan. 4. Nilai koefisienpertumbuhanekonomi (PE) sebesar 0,001.  Nilai koefisienregresiPertumbuhanEkonomipositif, halinimenunjukkanterjadinyaperubahan yang searah. Yang artinya, setiapadapenurunan pada variabelpertumbuhanekonomi (PE) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipenurunansebesar 0,001 satuan. Dan sebaliknyasetiapadakenaikan pada variabelpertumbuhanekonomi (PE) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipeningkatansebesar 0,001 satuan, denganasumsibahwavariabelbebas yang lain besarnyakonstan. 5. Nilai koefisienbelanja modal (BM) sebesar -0,045.  Nilai koefisienregresiBelanja Modal negatif, halinimenunjukkanterjadinyaperubahan yang berlawananarah. Yang artinya, setiapadapenurunan pada variabelbelanja modal (BM) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamikenaikansebesar 0,045 satuan. Dan sebaliknyasetiapadakenaikan pada variabelbelanja modal (BM) sebesarsatusatuan, makakinerjakeuangan (KK) akanmengalamipenurunansebesar 0,045 satuan, denganasumsibahwavariabelbebas yang lain besarnyakonstan. 
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KoefisienDeterminasiBerganda (R2)  

Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 ,911a ,830 ,824 ,03874 1,055 a. Indenpendent Variable: PAD, DP, PE, BM. b. Dependent Variable: KK. 
Tabel 5 

KoefisienDeterminasiBerganda (R2)  Sumber: data sekunder yang diolah. Berdasarkantabel di atas, dapatdilihatbahwabesarnya R Square (R2) sebesar 83% atau 0,830.  
Uji Goodness Of Fit Untukmengujikelayakan model regresi linear berganda, dalammengukurpengaruhvariabeldependenterhadapvariabelindependen, digunakan uji 
goodness of fit (Uji F). Hasil uji goodness 
of fitdenganmenggunakan program SPSS 24 adalahsebagaiberikut:      

Tabel 6 
Uji Goodness Of Fit 

ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,798 4 ,199 132,848 ,000b Residual ,164 109 ,002   Total ,961 113    a. Dependent Variable: KK. b. Predictors: (Constant), BM, PE, DP, PAD. Sumber: data sekunder yang diolah. Dari table diatasdapatdiketahuibahwanilaisignifikansi sebesar 0,000 lebihkecildari 0,05, halinimenunjukkanbahwa model regresi linier bergandalayakdigunakandalampenelitianini.  
Uji Hipotesis (Uji t) 

Tabel 7 
Uji Hipotesis (uji t) 

Coefficientsa   Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,257 ,043  5,998 ,000 PAD ,103 ,009 ,729 11,635 ,000 DP -,207 ,057 -,225 -3,635 ,000 PE ,001 ,002 ,022 ,559 ,577 BM -,045 ,074 -,025 -,614 ,541 a. Dependent Variable: KK. Sumber: data sekunder yang diolah Dari tabeldiatasdapatdilihat: Variabelpendapatanaslidaerah (PAD) dengannilaisignifikansisebesar 0,000 lebihkecildari 0,05. Hal inimenunjukkanbahwapendapatanaslidaerah (PAD) berpengaruhsignifikanterhadapkinerjakeuangan (KK).  Nilai signifikasivariabel dana perimbangan (DP) sebesar 0,000 lebihkecildari 0,05. Hal inimenunjukkanbahwa dana perimbangan (DP) berpengaruhsignifikanterhadapkinerjakeuangan (KK).  Nilai signifikasivariabelpertumbuhanekonomi (PE) sebesar 0,577 lebihbesardari 0,05. Hal inimenunjukkanbahwapertumbuhanekono



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  112 mi (PE) berpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuangan (KK).  Variabelbelanja modal (BM) dengannilaisignifikansisebesar 0,541 lebihbesardari 0,05. DapatdiartikanbahwaBelanja Modal (BM) berpengaruhtidaksignifikanterhadapKinerjaKeuangan (KK).  
Pembahasan 
PengaruhPendapatanAsli Daerah 
terhadapKinerjaKeuanganPemerintah 
Daerah        Dari data diatasmenunjukkan, bahwaPendapatanAsli Daerah berpengaruhpositifsignifikanterhadapKinerjakeuanganpemerintahdaerahkabupaten/kota di Jawa Timur. Hal inidibuktikandenganhasil uji t yang menunjukkannilaisignifikansi (0,000) kurangdari 0,05, iniberartibahwahipotesis 1 (H1)  diterima.  Temuanpenelitianinimengindikasikanbahwa, pemerintahdaerahkabupaten/kota di Jawa Timur berusahamenaikkan target penerimaandariPendapatanAsli Daerah untukmembiayaipembangunandaerahmereka. Initerlihat pada data penelitianbahwa rata-rata penerimaanpendapatanaslidaerahmerekameningkatdaritahun 2015, 2016 dan 2017. Meningkatnya PAD pemerintahdaerah pada 3 tahunterakhirinibisamenunjukkansemakintingginyatingkatpartisipasimasyarakatdalammembayarpajak dan retribusidaerah.  PAD tersebutkemudiandialokasikankepada pos-pos pembiayaan yang berimplikasi pada pelayanan yang diberikankepadamasyarakat, sehinggatingkatkemandirianpemerintahdaerahtinggi, tidakbergantungkepadabantuaneksternal (pemerintahpusat dan provinsi). Kondisitersebutakanberdampak pula pada citrapositifpemerintah, karenacitrapositifsebuahpemerintahdaerahsangatlahpentinguntukmendapatkankepercayaandarimasyarakat. Yang kemudiandiharapkanmampumenciptakanhubungantimbalbalikpositifsertaperanmasyarakatdalammembangundaerahitu. Hasil penelitianinisejalandenganhasilpenelitian yang dilakukan oleh: Purwasih (2016), Prasasti (2014), Budianto dan Stanly (2016), Andirfa, et al. (2016), dan Aprilia (2016), yang menunjukkanbahwaPendapatanAsli Daerah berpengaruhpositifsignifikan pada KinerjaKeuanganpemerintahdaerah. TetapihasilpenelitianinitidaksejalandenganpenelitiandariArmaja, et al. (2015) dan Kusumawardani (2012), yang menunjukkanbahwaPendapatanAsli Daerah berpengaruhnegatif pada kinerjakeuanganpemerintahdaerah. ArtinyaapabilapenerimaanPendapatanAsli Daerah yang diterimapemerintahdaerahmeningkat, makaresikopenyalahgunaankekayaan juga akansemakinbesar, yang kemudianakanberdampakburuk pada turunnyapenilaianterhadapkinerjakeuangan.  

Pengaruh Dana 
PerimbanganterhadapKinerjaKeuangan
Pemerintah Daerah. Hasil penelitianinimenunjukkanbahwa Dana Perimbanganberpengaruhnegatifsignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerah. Inidibuktikandenganhasil uji t yang menunjukkan, nilaisignifikansi (0,000) kurangdari 0,05. Dan iniberartibahwahipotesis 2 (H2) ditolak.  Data yang diperolehpenelitimenunjukkan, meskipunhampirdiseluruhkabupaten/kota di Jawa Timur 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  113 mengalamipeningkatanperolehan dana perimbangan rata-rata sebesar 15%, tapiternyatatidakdiimbangidengannaiknyakemandiriankeuangandaerahtersebut. Pengaruh Dana Perimbangan yang negatifterhadapKinerjaKeuanganmenunjukkanbahwa, setiapadakenaikan pada variabel dana perimbanganmakakinerjakeuanganakanmengalamipenurunan dan sebaliknya. Pemerintahdaerahlebihmenekankan pada menambah PAD untukmembiayai pos-pos yang bersifatmeningkatkankinerjakeuangan, sedangkanuntukpengeluaran di luar pos-pos tersebut, sepertipengeluaranrutinmaupunpengeluaran yang habispakai, menggunakan dana perimbangan (dana transfer daripemerintahpusat).   Karena jikasemakinbesar transfer Dana Perimbangan yang diterimadaripemerintahpusatmakaakansemakinkuatpemerintahdaerahbergantungkepadapemerintahpusatgunamemenuhikebutuhandaerahnya. Sehinggaakanmembuatkemandirianpemerintahdaerahakanmenurun. Hasil penelitianinisejalandenganhasilpenelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2016), Prasasti (2014), Armaja, et al. (2015), Budianto dan Alexander (2016), sertaAndirfa, et al. (2016), yang menunjukkanbahwa Dana PerimbanganberpengaruhnegatifsignifikanterhadapKinerjakeuanganpemerintahdaerah. Namunhasilpenelitianinitidaksejalandenganhasilpenelitian yang dilakukan oleh Kusrina (2014) dan Aprilia (2016), yang menunjukkanbahwatidakterdapatpengaruhsignifikan Dana PerimbanganterhadapKinerjakeuanganpemerintahdaerah.   PengaruhPertumbuhanEkonomiterhada
pKinerjaKeuanganPemerintah Daerah. Hasil penelitianinimenunjukkanbahwaPertumbuhanEkonomiberpengaruhtidaksignifikanterhadapKinerjakeuanganpemerintahdaerah. Inidibuktikandenganhasil uji t yang menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05 yaitu 0,577, dan darihasilpenelitianinidapatditunjukkanbahwahipotesis 3 (H3) ditolak.  Hasil Penelitianinimengindikasikan, bahwasetiapkenaikanpertumbuhanekonomisuatudaerah, tidakselaludiikuti oleh kenaikankinerjakeuangandaripemerintahdaerahkabupaten/kota di Jawa Timur. Meskipunpertumbuhanekonominyaditahun 2015 rata-rata sebesar 5,31% dan meningkatditahun 2016 sebesar 5,64%, akantetapiturun di tahun 2017 menjadi 5,35%. Perubahaninilebihdisebabkankarenafaktor-faktorproduksi di suatudaerahtidaksertamertadapatmeningkatkankinerjakeuangandalamjangkawaktusingkat (satutahun), akantetapimemerlukanjangkawaktu yang panjang dan berkesinambungan.  Hasil penelitianinisejalandenganpenelitianKusrina (2014) yang menunjukkan, bahwapeningkatanpertumbuhanekonomitidakdapatdijadikantolokukurpeningkatankinerjakeuanganpemerintahdaerah. Demikian pula sebaliknyapenurunanpertumbuhanekonomitidakdapatdijadikantolokukurpenurunankinerjakeuanganpemerintahdaerah. Sukirno (2010) menyebutkan, pertumbuhanekonomiadalahpengembangankegiatanperekonomian yang mendorongbertambahnyaproduksibarang dan jasakemasyarakat.  
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terhadapKinerjaKeuanganPemerintah 
Daerah. Hasil penelitianinimenunjukkanbahwaBelanja Modalberpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerah. Inidibuktikandenganhasil uji t yang menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05 yaitu 0,577.                                                                                                  Nilai negatif pada koefisienregresivariabelbelanja modal dapatdidefinisikan, apabilabelanja modal meningkat pada suatudaerah, denganterbangunnyainfrastruktur dan pembelianaset modal lainnya di suatudaerah, tidaksertamertasecaralangsungdapatmeningkatkankinerjakeuanganpemerintahdalamjangkawaktusingkat. Ataubisadikatakan juga bahwabelanja modal yang dikeluarkan, tidakmenyentuhlangsung pada program-program yang meningkatkankinerjakeuangandaerah, meskipun rata-rata belanja modal kabupaten/kota di Jawa Timur meningkat di tahun 2015 dan 2016, kemudianmenurun di tahun 2017.   Temuanempirisini juga menunjukkanbahwabesaranBelanja Modal belummampumemberikanperan yang pentingdalammeningkatkankemandiriankeuangandaerah. PenggunaananggaranBelanja Modal pada setiappemerintahdaerah yang tidakdiarahkan pada semuakegiatan yang sifatnyainvestasipembangunan, pengadaan, peningkatan dan atauperbaikansarana dan prasaranafisikpelayananmasyarakat, termasukpengadaansaranafisikpenunjangbelumdimaksimalkandenganbaik, sehinggahasil yang diberikandaribelanja modal inibelummemberikannilai yang positifterhadappeningkatankinerjakeuangandaerah. sehinggakinerjakeuangandaerah yang diharapkanbelumtercapaidenganmaksimal.  Hasil penelitianinisejalandenganhasilpenelitian yang dilakukan oleh:  Purwasih (2016) yang menunjukkanbahwatidakterdapatpengaruhsignifikanbelanja modal terhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerah. Namunhasilpenelitianinitidaksejalandenganhasilpenelitian yang dilakukan oleh Armaja, et al. (2015), Andirfa, et al. (2016), sertaAprilia (2016) yang menunjukkanbahwabelanja modal pengaruhsignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintah.   

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Simpulan Berdasarkanhasilanalisis dan pengujianatas data dalampenelitianmengenaipengaruhpendapatanaslidaerah, dana perimbangan dan pertumbuhanekonomiterhadapkinerjakeuanganpemerintahkabupaten/kota di provinsiJawa Timur, makadiperolehsimpulansebagaiberikut: PendapatanAsli Daerah berpengaruhpositifsignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, halinidibuktikandenganhasil uji yang menunjukkannilaisignifikansikurangdari 0,05 yaitu 0,000.  Dana PerimbanganberpengaruhnegatifsignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, halinidibuktikandenganhasil uji yang menunjukkannilaisignifikansikurangdari 0,05 yaitu 0,000.  PertumbuhanEkonomiberpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, halinidibuktikandenganhasil uji yang 



Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 3, Nomer 1, Maret 2019 Hlm98-116   Zubaidah dan Sayidah, Pengaruh Perencanaan Pajak........  Page  115 menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05 yaitu 0,577.  Belanja Modal berpengaruhtidaksignifikanterhadapkinerjakeuanganpemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur, halinidibuktikandenganhasil uji yang menunjukkannilaisignifikansilebihdari 0,05 yaitu 0,577.   
Implikasi Berdasarkanhasilpenelitian, makaimplikasidaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: BagipemerintahKabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur.  Agar PemerintahKabupaten/kota di ProvinsiJawa Timur dapatmenggalipotensidaerahlebihbanyaklagi. Terutama pos-pos yang bisameningkatkanpendapatanaslidaerah, mengurangi dana perimbangandariPemerintah Pusat, menaikkan target pertumbuhanekonomi dan lebihmengkhususkanpembelanjaan modal yang tepatsasaran. Bagipenelitianselanjutnyadapatmenambahperiodepenelitianlebihdari 3 tahun, sehingga bias untukgeneralisasihasilpenelitian yang berkaitandenganpengukurandenganperiode yang singkattersebutbisadihindari oleh peneliti.  DalampenelitianiniterdapatimplikasidariteoriStewardship, yang diharapkanpemerintahdaerahdapatmenggambarkankejelasaneksistensinyasebagaisuatulembaga yang kredibel dan akuntabel di matamasyarakat. Dimanapemerintahdaerahseyogyanyabertindaksesuaiuntukkepentinganmasyarakatluas dan membuatpertanggungjawabansesuaidenganamanah yang dibebankan. Dalammelaksanakantanggungjawabtersebut, makastewardsmengerahkansemuakemampuanuntukdapatmenghasilkankinerjaakuntabilitas yang baik.  

Keterbatasan Penelitianinitaklepasdaribeberapaketerbatasan yang takdapatdihindariselamapenelitian: 1. Penelitianinimenggunakanrasioderajatdesentralisasifiskaldalammengukurkinerjakeuanganpemerintahdaerah. Untuklebihmemaksimalkanhasilpenelitian, sebaiknyamemangmenambahindikatoruntukmengukurkinerjakeuanganpemerintahdaerahdenganmenggunakanrasio yang lain seperti: RasioKetergantunganKeuangan Daerah, RasioBelanja Modal terhadap total belanja, RasioBelanjaPegawaiterhadap total belanja dan RasioUpayaPajak (tax 
effort). 2. Dalampenelitianini, hanyaterbatas pada empatvariabel, diharapkanbagipenelitianselanjutnyadapatmengembangkan model penelitiandenganmenambahkanvariabel lain yang mengarah pada sektorpublik. Misalnya: variabel dana alokasikhusus, dana alokasiumum dan belanjapegawai yang didukungdenganteoriterbaru.   3. AdanyaketerbatasandalamMetodaPenelitian, beberapacarapenghitunganvariabelmemungkinkanmengandungbeberapakelemahan. Diharapkanpenelitianselanjutnyabisamenggunakan uji analisiskuantitatif yang lain seperti PLS sebagaibahanperbandingan.  
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